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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Tuhan Semesta Alam, yang dengan rahmat-Nya, kami dapat
menyelesaikan buku ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan
kepada junjungan kami, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam,
sebagai teladan dan pembawa cahaya petunjuk bagi seluruh umat.

Buku ini berjudul "Filsafat Politik Islam, Sejarah, Gagasan, Dan
Warisan Pemikiran” yang membahas tentang landasan kebijakan politik
berdasarkan nilai-nilai Islam yang agung. Dalam perjalanan penyusunan
buku ini, kami berusaha menggali pemahaman mendalam tentang
pemikiran politik dalam Islam, yang penuh hikmah dan pedoman bagi
seluruh aspek kehidupan bermasyarakat.

Kami menghadirkan buku ini sebagai kontribusi kami dalam
meresapi dan memperdalam filsafat politik Islam, mengajak pembaca
untuk berdiskusi dan merenungi makna sejati dari keadilan, toleransi, dan
kebersamaan dalam konteks politik.

Dalam perjalanannya, buku ini membahas tentang implementasi
nilai-nilai Islam dalam politik formal, tantangan yang dihadapi, serta
potensi peran Islam dalam membentuk peradaban yang bermartabat dan
bermanfaat bagi umat manusia.

Kami berharap buku ini dapat memberikan inspirasi, wawasan, dan
pemahaman yang mendalam tentang konsep politik dalam Islam,
sehingga dapat menjadi panduan bagi para pemimpin, akademisi, dan
seluruh pembaca yang peduli akan masa depan bangsa dan umat.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang telah memberikan dukungan, inspirasi, dan bantuan dalam
penyusunan buku ini. Semoga buku "Filsafat Politik Islam™ ini
bermanfaat dan menjadi jalan menuju keadilan, harmoni, dan kemajuan
dalam sistem politik yang berlandaskan Islam. Amin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Medan, 05 April 2023
Penulis
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FILSAFAT POLITIK ISLAM

BAB 1
LANDASAN FILSAFAT POLITIK ISLAM

A. Pengertian Filsafat Politik Islam

Apakah yang dimaksud dengan filsafat politik islam? Sebelum kita
membahas lebih jauh mengenai dimensi filsafat politik islam maka kita
harus memahami secara sederhana pengertian filsafat politik. Filsafat
politik adalah suatu upaya untuk membahas hal-hal yang berkaitan
dengan politik secara sistematis, logis, bebas, mendalam, serta
menyeluruh. Sedikit menengok tentang filsafat politik Islam, bahwasanya
Islam merupakan agama universal yang memberikan pedoman setiap
aspek kehidupan manusia. Termasuk di dalamnya juga tentang aspek
kehidupan bernegara. Khusus mengenai kehidupan bernegara, Islam
memberikan pedoman amat global, hanya diajarkan prinsip-prinsipnya,
guna memberi kesempatan bagi interpretasi dan perkembangan
masyarakatnya, sesuai dengan kebutuhan hidup yang senantiasa
berkembang. Filsafat politik adalah cabang filsafat yang berupaya
menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan cara yang ketat (rigorous). *

Dalam filsafat Islam, hampir tidak ada perbedaan yang mencolok
dari rumusan yang ada dalam filsafat Yunani. Terbukti ketika
mendebatkan filsafat politik Islam, pada umumnya bertolak pada
pembagian klasik filsafat Islam ke dalam dua kelompok. Pertama, filsafat
teoritis, atau disebut dengan al-hikmah al-nazhariyyah. Kedua, filsafat
praktis atau al-hikmah al-‘amaliyyah, atau biasa disebut dengan al- ‘i/m
al-madani. Bagian pertama terkait dengan segala sesuatu sebagaimana
adanya, sedangkan kedua terkait dengan segala sesuatu sebagaimana
seharusnya. Jika filsafat teoritis terkait dengan fisika, metafisika, dan
psikologi, maka filsafat praktis terkait dengan etika, ekonomi, dan
politik. Etika mengatur tentang bagaimana seharusnya individu
berperilaku, ekonomi mengatur pengelolaan rumah tangga, sedangkan
politik mengatur suatu kota (al-madinah), politea atau negara. Dengan
demikian, filsafat praktis mesti didasarkan atas filsafat teoritis. Dengan

! Brennan Jason, Filsafat Politik, ed. Sukron Hadi (Washington, D.C: Friedrich
Naumann Foundation Indonesia, 2020). h 3.
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makna lain, di mana filsafat teoritis berakhir, disitulah filsafat praktis
bermula.’

Filsafat Politik Islam adalah cabang dari filsafat Islam yang
mempelajari cara bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam pengaturan
politik. Filsafat ini menekankan pemahaman tentang konsep hukum,
kedaulatan, demokrasi, dan peraturan yang berlaku di dalam masyarakat yang
dipimpin oleh sebuah pemerintahan yang diatur oleh hukum Islam. Filsafat ini
juga mempelajari bagaimana mencapai keseimbangan antara pemerintah dan
hak-hak masyarakat, dan mengidentifikasi mekanisme untuk menjamin kontrol
yang adil terhadap pemerintah. Filsafat Politik Islam menekankan perlunya
adanya taat setia kepada hukum Allah dan menghormati hak-hak asasi
manusia. Filsafat ini menekankan perlunya adanya parlementerisme,
demokrasi, dan bukan pemerintahan monarki. Filsafat Politik Islam juga
menekankan perlunya adanya hak untuk merdeka, berpendapat, dan berserikat.
Filsafat ini juga menekankan perlunya adanya kesetaraan gender dan
kesetaraan sosial.

B. Ruang Lingkup Filsafat Politik Islam

Filsafat politik Islam dan pemikiran politik Islam adalah dua
konsep yang berbeda, meskipun keduanya memiliki kaitan erat dengan
agama Islam dan politik. Filsafat politik Islam adalah studi tentang teori
dan prinsip politik yang mendasari sistem politik Islam. Hal ini
mencakup pengkajian tentang hak asasi manusia, keadilan sosial, dan
pemerintahan yang adil dalam kerangka prinsip-prinsip Islam. Filsafat
politik Islam juga membahas pandangan Islam terhadap masalah seperti
demokrasi, hak minoritas, dan hubungan internasional.

Sementara itu, pemikiran politik Islam lebih menitik beratkan pada
praktik politik yang dijalankan oleh masyarakat Muslim, dan cara
mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan politik sehari-hari. Ini
meliputi upaya untuk menciptakan pemerintahan yang berdasarkan pada
nilai-nilai Islam dan mengejar keadilan sosial, serta memperjuangkan
hak-hak Muslim dan mempromosikan nilai-nilai agama dalam kebijakan
publik.

2 Yamani, “Filsafat Politik Islam : Antara Al- Farabi dan Khomeini” (Bandung:
Mizan, 2002).h.31.
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Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan ini, pemikiran politik Islam

sering mempertimbangkan strategi politik dan metode perjuangan seperti
partisipasi dalam pemilihan umum, pembentukan partai politik, dan
gerakan sosial. Filsafat politik Islam dan pemikiran politik Islam sama-

Sama

berusaha untuk mencari solusi bagi masalah politik dan sosial,

namun memfokuskan pada aspek yang berbeda dan memerlukan
pendekatan yang berbeda pula.

Ruang lingkup Filsafat Politik Islam mencakup berbagai aspek

kehidupan politik di dunia Islam, termasuk:

1.

10

11.

12.

Teori dan praktik politik, seperti teori konstitusional, sistem
pengaturan negara, hukum, pemerintahan, pemilu, parlemen, dan
lainnya.

Perdebatan tentang demokrasi, hak asasi manusia, gender,
separatisme, dan konflik politik.

Analisis politik dari perspektif Islam, seperti filosofi politik, politik
luar negeri, dan hak kebijakan.

Pemahaman politik dari ajaran-ajaran Islam, seperti al-Quran,
hadits, figh, dan ajaran politik dari para imam, seperti Imam 'Ali,
Imam Abu Hanifah, dan Imam al-Ghazali.

Studi tentang konsep-konsep kunci dalam Filsafat Politik Islam,
seperti sistem khilafah, jihad, dan magasid al-shariah.

Kajian tentang pergeseran politik di dunia Islam, seperti pengaruh
kekuatan asing, modernisasi, dan teknologi.

Kajian tentang pengaruh ekonomi dan sosial dalam politik Islam,
termasuk faktor-faktor seperti ekonomi, pembangunan, dan
migrasi.

. Kajian tentang proses-proses politik di dunia Islam, seperti gerakan

radikal, politik lokal, dan perkembangan politik regional.
Kajian tentang perbedaan pandangan politik di antara pemeluk
agama Islam, seperti Sunni dan Syiah.

. Kajian tentang hubungan antara Islam dan politik di dunia

modern, termasuk perubahan politik di Timur Tengah.

Analisis tentang hubungan antara Islam dan pemerintahan
modern, termasuk hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia.
Kajian tentang bagaimana politik dan ajaran-ajaran Islam
berkolaborasi untuk membentuk masyarakat yang beragama dan
bebas.
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13. Kajian tentang bagaimana politik Islam dapat digunakan untuk
membantu menyelesaikan masalah-masalah global, seperti
perubahan iklim, kemiskinan, dan perang.

14. Kajian tentang bagaimana politik Islam dapat digunakan untuk
membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

15. Kajian tentang bagaimana ajaran-ajaran Islam  dapat
diintegrasikan dengan politik untuk membentuk sebuah sistem
yang lebih adil.

16. Kajian tentang bagaimana politik Islam dapat digunakan untuk
menciptakan masyarakat yang bermoral, beradab, dan beradab.

17. Pemahaman tentang bagaimana ajaran-ajaran Islam dapat
digunakan untuk meningkatkan kesadaran politik dan pemahaman
tentang politik

18. Kajian tentang bagaimana ajaran-ajaran Islam dapat digunakan
untuk mengubah struktur politik dan ekonomi di dunia Islam.

19. Kajian tentang bagaimana Ajaran-ajaran Islam dapat diterapkan
dalam praktik politik sehari-hari.

20. Kajian tentang bagaimana Ajaran-ajaran Islam dapat digunakan
untuk membangun sebuah sistem politik yang berkualitas.

21. Kajian tentang bagaimana Ajaran-ajaran Islam dapat digunakan
untuk meningkatkan partisipasi politik dan keadilan sosial.

22. Kajian tentang bagaimana Ajaran-ajaran Islam dapat digunakan
untuk menciptakan kerukunan antarkepercayaan di dunia Islam.

C. Transformasi Filsafat Yunani Menjadi Filsafat Politik Islam

Transformasi filsafat Yunani menjadi filsafat politik Islam menjadi
topik bahasan yang menarik karena berkaitan dengan bagaimana filsafat
Yunani diperkenalkan ke dunia Islam dan disesuaikan dengan keyakinan
dan nilai-nilai Islam. Pengaruh filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles
pada filsafat Islam juga dibahas. Berbagai kajian dan sumber ilmiah
mengenai hal ini menunjukkan bahwa transformasi filsafat Yunani ke
dalam filsafat Islam berperan penting dalam perkembangan pemikiran
Islam dan ikut membentuk tradisi intelektual Islam.

Berbicara masalah peradaban, tidak bisa dilepaskan dengan
masalah filsafat. Karena secara historis filsafatlah yang mengantarkan
suatu kaum kedepan pintu gerbang peradabannya masing-masing seperti
yang pernah dialami peradaban Yunani kuno dan peradaban Islam

4
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(dimasa keemasan). Kedua peradaban yang pernah ada tersebut (terutama
Islam) mencapai kegemilangannya setelah terlebih dahulu mangalami
kegemilangan dalam bidang filsafat dan kegiatan ilmiah.?

Transformasi filsafat Yunani menjadi filsafat politik Islam terjadi
melalui proses panjang yang dimulai pada abad ke-8 Masehi, ketika
pemikir Muslim mulai mempelajari karya-karya filsafat Yunani dan
memperkenalkannya ke dalam tradisi intelektual Islam. Filsafat Yunani
pada masa itu sangat dihormati dan dianggap sebagai sumber
kebijaksanaan yang besar.

Tidak pernah diketahui bagaimana proses yang tepat untuk
menggambarkan transformasi dari filsafat yunani menjadi Filsafat Politik
Islam, namun Kketertarikan dunia islam terhadap filsafat yunani sudah
sejak lama terjadi dan hal ini menjadi semakin masif dengan adanya
tradisi peneterjemahan berbagi karya tulis asing ke dalam bahasa arab.

Beberapa pemikir Muslim terkenal yang memainkan peran penting
dalam transformasi ini antara lain Al-Farabi, Ibnu Sina (Avicenna), dan
Ibnu Rushd (Averroes). Mereka mempelajari dan menginterpretasikan
karya-karya Aristoteles, Plato, dan filsuf-filsuf Yunani lainnya, dan
mencoba mengintegrasikan pemikiran-pemikiran ini ke dalam tradisi
Islam.

Salah satu cara terpenting di mana filsafat Yunani mempengaruhi
filsafat politik Islam adalah melalui pemikiran tentang hak-hak dan
kewajiban individu dalam masyarakat. Filsafat Yunani mengajarkan
bahwa individu memiliki hak-hak dan tanggung jawab yang harus
dihormati oleh masyarakat, dan bahwa pemerintah harus bertanggung
jawab untuk memenuhi hak-hak tersebut.

Dalam tradisi Islam, konsep hak-hak individu juga dikembangkan,
terutama oleh Al-Farabi dan Ibnu Sina. Mereka mengembangkan konsep
tentang negara yang adil, yang harus memastikan keadilan sosial dan
hak-hak individu dalam masyarakat. Mereka juga mengembangkan
gagasan tentang tanggung jawab individu untuk berkontribusi pada
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam filsafat politik Islam, juga terdapat pemikiran tentang
hubungan antara agama dan negara. Salah satu konsep utama dalam
filsafat politik Islam adalah bahwa negara harus berdasarkan pada

® Imam Chanafiah al-Jauhari, Hermeuneutika Islam: Membanguan peradaban
Tuhan di Pentas Global (Yogyakarta: Ittiga, 1999).h 120.
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prinsip-prinsip Islam, dan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab
untuk mempromosikan nilai-nilai Islam dan memastikan keselamatan dan
kesejahteraan masyarakat.

Transformasi filsafat Yunani ke filsafat Islam berdampak cukup
signifikan terhadap dunia Islam. Awalnya, penerimaan filsafat Yunani di
dunia Islam beragam, dengan beberapa teolog konservatif dan sarjana
hukum menolaknya sebagai merusak atau berlebihan.*

Namun, penerjemahan kitab-kitab Yunani ke dalam bahasa Arab
menyebabkan munculnya filsafat Islam, yang mempengaruhi beberapa
faktor, antara lain dinamika internal ajaran Islam, penyimpangan umat
Islam setelah “Khulafa ar-rasyidah”, dan konflik antara kaum literis dan
rasionalis. Munculnya filsafat Islam juga memiliki faktor eksternal,
seperti serangan non-Islam terhadap doktrin Islam melalui argumentasi
filosofis dan percampuran ilmu dan pengetahuan literal dengan filsafat.”

Transmisi pengetahuan klasik dari Yunani ke dunia Islam
berdampak besar pada seni, arsitektur, sastra, filsafat, dan pencapaian
teknologi Islam. Ilmu-ilmu dari satu bangsa saja, bangsa Yunani, telah
sampai kepada Kkita, karena diterjemahkan melalui usaha Al-Ma'mun
pada masa Abbasiyah. Dia berhasil dalam bidang ini karena dia memiliki
banyak penerjemah dan menghabiskan banyak uang dalam hubungan
ini.°

Selain kegiatan penerjemahan, transfomrasi filsafat Yunani ke
dalam dunia Islam juga disebabkan oleh pergaulan umat Islam dengan
kelompok lain baik Yahudi maupun Nasrani. Perdebatan-perdebatan
tentang masalah gadha dan ikhtiar diantara umat Islam terjadi akibat
merembesnya pemikiran kelompok lain tersebut yang sudah mengenal
pemikiran Yunani’

Dalam banyak hal, transformasi filsafat Yunani menjadi filsafat
politik Islam melibatkan penggabungan elemen-elemen dari kedua tradisi
ini, dan menciptakan sebuah sintesis baru yang memadukan konsep-
konsep dari kedua sumber tersebut. Hal ini menghasilkan sebuah tradisi

* Majid Fakhry, “Greek philosophy: impact on Islamic philosophy,” Routledge
Encyclopedia of Philosophy (1998), h 10

® Jon Pamil, “Transformasi Filsafat Yunani Ke Dunia Islam Dan Kemunculan
Filsafat Islam,” An-Nida’: Jurnal Pemikiran Islam 37, no. 2 (2012): 103-111.

® John Chanthalangsy, Phinith, Crowley, Philosophy manual: a South-South
perspective (Rabat Morocco: UNESCO, 2014). H 92

Hasan Hanafi, Oksidentalisme, Sikap Kita Terhadap Tradsisi Barat,

Terjemahan : M. Najib Buchor (Jakarta: Paramadina, 2000). h 243
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filsafat politik Islam yang kaya dan kompleks, yang memainkan peran
penting dalam sejarah pemikiran politik Islam dan yang masih relevan
hingga saat ini.

Ada perbedaan mendasar antara agama dan filsafat, dan filsafat
Islam tidak sesuai dengan filsafat Yunani karena filsafat Yunani terlalu
rasionalistik. Namun, menunjukkan bahwa logika, yang merupakan
aspek mendasar dari filsafat Yunani, telah digunakan oleh para filsuf
Muslim seperti Ibnu Rusyd , Ibnu Sina , dan Al-Kindi . Sementara itu,
membahas kesamaan antara filsafat Islam dan Yunani, dan
mengeksplorasi konvergensi antara Islam dan filsafat pada umumnya.
Secara keseluruhan, hasil pencarian menunjukkan adanya titik temu
antara filsafat Yunani dan filsafat politik Islam, khususnya dalam hal
logika dan pencarian kebenaran.

D. Filsafat Politik Islam Dalam Alquran Dan Hadist

Filsafat politik Islam didasarkan pada pemahaman Alquran dan
Hadis sebagai sumber utama ajaran Islam. Di bawah ini adalah beberapa
prinsip filsafat politik Islam yang terkandung dalam Alquran dan Hadis:

1. Keadilan: Konsep keadilan sangat penting dalam ajaran Islam.
Alquran menyatakan bahwa Allah menyukai orang-orang yang
berlaku adil dan tidak berbuat kerusakan. Oleh karena itu, prinsip
keadilan harus dipegang teguh dalam sistem politik Islam.

2. Kepemimpinan: Kepemimpinan dalam Islam adalah tanggung
jawab yang besar dan harus dijalankan dengan penuh integritas.
Alguran menekankan pentingnya kepemimpinan yang adil, tegas,
dan berwibawa.

3. Kebijakan publik: Kebijakan publik dalam Islam harus didasarkan
pada prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan. Alquran
mengajarkan bahwa tindakan yang merugikan masyarakat secara
umum harus dihindari, dan bahwa tujuan dari kebijakan publik
adalah untuk memperbaiki kehidupan manusia.

4. Persaudaraan: Persaudaraan antar sesama manusia dalam Islam
adalah sangat penting. Alguran mengajarkan bahwa semua orang
sama di hadapan Allah, dan bahwa orang-orang harus saling
mencintai dan membantu satu sama lain.

5. Kemerdekaan: Kemerdekaan dalam Islam adalah hak setiap
individu, dan harus dihormati. Alquran mengajarkan bahwa
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seseorang tidak boleh dipaksa untuk melakukan apa yang tidak
ingin dilakukan, dan bahwa setiap orang harus memiliki hak
untuk memilih agamanya sendiri dan mempraktikkan agamanya
dengan bebas.

Dalam Hadis, beberapa konsep penting filsafat politik Islam meliputi:

1. Shura: Shura adalah prinsip konsultasi dalam Islam. Hadis
menyatakan bahwa Rasulullah selalu meminta pendapat dari para
sahabatnya sebelum membuat keputusan penting.

2. Amanah: Amanah adalah prinsip kepercayaan dan tanggung
jawab dalam Islam. Hadis menyatakan bahwa seseorang yang
dipilih untuk menjadi pemimpin harus menjalankan tugasnya
dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

3. lhsan: Ihsan adalah prinsip kesempurnaan dalam Islam. Hadis
menyatakan bahwa seseorang harus memperlakukan orang lain
dengan baik dan mencoba untuk melakukan yang terbaik dalam
setiap situasi.

Dengan memahami prinsip-prinsip ini, Kkita dapat mengembangkan
sistem politik yang didasarkan pada nilai-nilai Islam yang mendorong
keadilan, kebebasan, persaudaraan, dan kemerdekaan.

1. Keadilan:

Konsep keadilan sangat penting dalam ajaran Islam. Alquran
menyatakan bahwa Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil dan
tidak berbuat kerusakan. Oleh karena itu, prinsip keadilan harus dipegang
teguh dalam sistem politik Islam. Dalam perspektif Al-Quran, “adl”
memiliki nilai intrinsik. Kesehatan dan keamanan dalam segala hal
melekat pada ‘adl. Dalam Kitab Wahyu ini 'adl dianggap sebagai prinsip
fundamental dan esensial yang di atasnya dibangun kebenaran eksistensi,
yang menurutnya kerja alam semesta terpenuhi dan berdasarkan mana
pernyataan Kitab Wahyu dan hukum agama diselesaikan. Dari sudut
pandang Al-Qur'an, 'adl adalah esensi sekaligus sumber eksistensi dan
eksistensi muncul atas dasar dan sesuai dengannya

Dalam pandangan dan pemikiran Al-Qur'an, 'adl bukanlah sekedar
konsep abstrak; itu lebih merupakan gagasan nyata yang berakar pada
keberadaan dan sifat primordial manusia. Oleh karena itu, ini adalah
konsepsi yang nyata dan esensial, dan bukan konvensional, karena
memerintah hanya tatanan abstrak dan konvensional secara umum,
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mencakup semua dan abadi dan dalam semua dimensi keberadaan
individu dan kolektif akan menjadi tidak berarti dan tanpa nilai. Namun,
Allah telah menekankan perjuangan tanpa henti untuk ‘adl dan
perwujudannya dalam keseluruhan kehidupan manusia

P
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi
orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi
saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap
sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku
adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah
kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu
kerjakan. ( Al Maa-idah ayat 8)

Dalam Al-Qur’an makna adil disebutkan dalam dua bentuk, al-‘Adl
dan al-Qist. Qist kadang-kadang diartikan sebagai sinonim untuk ' adl dan
kadang-kadang sebagai kebalikannya, juga berarti bagian dan porsi.
Dikatakan bahwa 'gistas' yang berarti "ukuran dan skala" telah diturunkan
dari gist yang berarti 'adl . Apalagi di antara nama-nama indah Tuhan
lainnya adalah adil, yang telah dijelaskan sebagai sinonim
dengan adil. Qist adalah salah satu akar yang, seperti 'adl , merupakan
ciri manusia, masyarakat, dan benda. Banyak peneliti dan penafsir tidak
mempertahankan perbedaan apa pun antara kedua istilah ini dan
menganggapnya sebagai sinonim. Misalnya, Imam Khomeini menulis: "
Al-Qist , bunyi vokal yang berada di bawah huruf Q menandakan 'adl
dan penempatannya setelah ‘adl karenanya merupakan preferensi
penafsiran.®

Di dalam Al-Qur'an, 'adl memiliki makna ontologis dan filosofis,
pengertian pengukuran keberadaan, atribut esensi dan tindakan
Kebenaran, dalam istilah antropologis sebagai ' adl dan perlawanan,
disposisi abadi dan dalam istilah sosial dan politik sebagai kriteria dan
ukuran urusan dan dalam semua kasus sebagai ketekunan, jalan lurus dan

& Imam Khomeini, Exposition of Forty Hadith, 16 ed. (Tehran: Institute for
Compilation and Publication of the Works of Imam Khomein, 1998). H 577
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moderasi. Atas dasar ini,'adl dapat dijelaskan sebagai lurus ke depan,
perlawanan dan jalan lurus menuju kepada kebaikan.

Dalam Filsafat Politik Islam Rasulullah SAW mengajarkan penting
nya sifat adil dalam persaudaraa, prinsip 'adl’ adalah persaudaraan dan
persahabatan sesama manusia. Orang-orang beriman adalah saudara
seiman satu sama lain dan persaudaraan ini mencakup semua dimensi
kehidupan individu, karena Nabi sendiri mengambil langkah untuk
mewujudkan persaudaraan ini di Madinah dan menyatakan orang-orang
sebagai saudara seiman dengan memasukan persahabatan sebagai
kontrak pengikat persaudaraan antara kaum Ansar dan Muhajirin.

Sementara itu menurut persfektif hadist sifat adil dalam politik
islam mendapatkan tempat tersendiri disisi Allah. Ada 7 golongan yang
dapat naungan Allah subhanahu wa ta’ala kelak di hari kiamat,
Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad shallahu ‘alaihi wa sallam:

Q@lh;w Jb@l@'u’;an\u@@\&ww@aﬂfﬂ@

-5 ¥
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Artinya : Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi
shallallahu ‘alaihi wa sallam, Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam
bersabda, “Tujuh golongan yang dinaungi Allah dalam naungan-Nya
pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan-Nya: “Imam yang
adil, pemuda yang hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah,
seorang Yyang hatinya terikat dengan masjid, dua orang yang saling
mencintai karena Allah, keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah
karena Allah, seorang laki-laki yang diajak wanita yang kaya dan cantik
untuk berzina, maka laki-laki itu berkata : aku takut kepada Allah,
seorang yang bersodagoh dengan sembunyi-sembunyi sampai tangan
kirinya tidak tahu apa yang dilakukan tangan kanannya, seorang yang
berdzikir kepada Allah sendirian sehingga matanya meneteskan air
mata”. (HR. al Bukhari)

Al-Bukhari (no. 660, 1423, 6479, 6806)
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2. Kepemimpinan :

Kepemimpinan dalam Islam adalah tanggung jawab yang besar dan
harus dijalankan dengan penuh integritas. Alquran menekankan
pentingnya kepemimpinan yang adil, tegas, dan berwibawa.
Kepemimpinan memiliki definisi yang luas dan menyeluruh yang
melibatkan otoritas intelektual dan kepemimpinan politik. Setelah
wafatnya Nabi, tugas menjaga prestasi beliau dan melanjutkan
kepemimpinannya jatuh kepada Imam. Imam bertanggung jawab untuk
mengajarkan manusia kebenaran Al-Qur'an, agama, dan aturan-aturan
yang berkaitan dengan masyarakat. Dengan kata lain, Imam memiliki
peran dalam membimbing manusia dalam segala aspek kehidupan
mereka.

Jenis kepemimpinan seperti ini, yang diimplementasikan dengan
cara yang benar dan tepat, sebenarnya merupakan manifestasi tujuan
Islam dan pelaksanaan ajaran-ajarannya yang ditetapkan oleh Rasulullah.
Imam memberikan eksistensi objektif pada cita-cita membentuk
komunitas dan membangun kerangka hukum untuk pemerintahannya.
Terkadang, konsep Imamah dan kepemimpinan juga digunakan dalam
arti terbatas untuk merujuk pada seseorang yang secara eksklusif diberi
tanggung jawab kepemimpinan sosial atau politik.

Namun, dimensi spiritual manusia sangat terkait dengan misi
agama. Seorang Imam yang benar dan tepat adalah sosok yang mulia
yang menggabungkan otoritas intelektual dan kepemimpinan politik. Dia
menjadi pemimpin masyarakat Islam yang mampu menyampaikan
hukum-hukum ilahi yang berlaku dalam setiap bidang kehidupan dan
melaksanakannya. Selain itu, seorang Imam juga menjaga identitas
kolektif dan martabat kemanusiaan umat Islam dari kemunduran dan
korupsi.

Dalam Persfektif alquran maka kita akan temukan beberapa ayat
yang blcara tentang kepemlmplnan beberapa dlantaranya yaltu

-
3
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Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para
Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di
muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan
(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan
menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan
memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman:
"Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."® (Surat
Al Bagarah Ayat 30)

Untuk dapat menjalankan fungsi kepemimpinan atau khalifah,
manusia harus memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, serta
menyebarkan kebaikan dan kemaslahatan. Hal ini merupakan hal yang
sangat mendasar dan harus diterapkan. Tanpa kebenaran, keadilan,
kebaikan, dan kemaslahatan, tatanan kehidupan umat manusia tidak akan
dapat terwujud. Oleh karena itu, ini menjadi syarat utama bagi manusia
untuk menjalankan peran sebagai khalifah dalam dirinya. Allah SWT
berfirman yang berbunyi :
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Artinya: Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah
(penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara
manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena
ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang
yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena
mereka melupakan hari perhitungan. (Surat Shad Ayat 26)

Ini adalah pesan dari Allah SWT. kepada para penguasa agar
memberikan keputusan diantara manusia dengan kebenaran yang telah
diturunkan dari sisi-Nya. Jika menyimpang, mereka sesat dari jalan
Allah. Sesungguhnya Allah telah menyediakan bagi orang yang sesat dan
melupakan hari perhitungan suatu siksa yang amat pedih. Salah satu
tanda utama seorang pemimpin yang baik adalah mencintai dan didoakan
oleh rakyatnya. Sebaliknya, pemimpin yang buruk akan dibenci dan
dilaknat oleh rakyatnya. Rasulullah SAW. merupakan contoh yang

° Ahmad Hatta, Tafsir Quran Perkata (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009).h 6.
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sempurna bagi umat Islam dalam segala aspek kehidupan, terutama
dalam hal kepemimpinan. Beliau adalah sosok yang memperlihatkan
kepemimpinan yang luar biasa, di mana kepentingan umat adalah
prioritas utama baginya. Oleh karena itu, sangatlah tepat jika Kkita
mengidealkan visi dan model kepemimpinan Nabi Muhammad SAW.

Manusia dipilih sebagai khalifah Allah karena mereka dianugerahi
kelebihan berupa ilmu pengetahuan, yang tidak diberikan kepada
makhluk lain termasuk malaikat. Ayat-ayat di atas mengungkapkan
bahwa Allah mengajarkan manusia sebagai pengertian bahwa ilmu
pengetahuan adalah modal atau syarat yang diperlukan untuk
menjalankan fungsi dan peran sebagai khalifah.

Quraish Shihab menyatakan bahwa pengetahuan atau kemampuan
untuk menyebutkan nama-nama merupakan syarat dan modal bagi
manusia, termasuk Adam, dalam mengelola bumi ini. Musa Asy'arie juga
menyatakan bahwa tugas seorang khalifah, yang memegang
kepemimpinan dan kekuasaan, memiliki implikasi moral. Kepemimpinan
dan kekuasaan khalifah dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi
atau digunakan untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Oleh karena
itu, kepemimpinan dan kekuasaan manusia harus disadari sebagai sifat
sementara yang harus dijaga agar tidak terjadi penyalahgunaan yang
dapat merusak tatanan dan harmoni kehidupan.’® Sebagaimana yang
tergambar pada sebuah Hadist :

d\&c‘\;&«“‘u_m)‘)d‘;ﬂuc &_\h d\ﬁ My‘ﬁ\dy‘)b a.l.uuyaﬂ
@SML;:—_ d\ﬁ(u cu\mjd)auhﬂ\e}ak_\\}‘@u\L@.}\}Wdﬂ)ah\b
L@_\ﬁmlcgi\(;a\}l.@.smuh\w‘ﬁ\

Artinya:. Suatu hari, Abu Dzar berkata, “Wahai Rasulullah, tidakkah
engkau menjadikanku (seorang pemimpin)? Lalu, Rasul memukulkan
tangannya di bahuku, dan bersabda, ‘Wahai Abu Dzar, sesungguhnya
engkau lemah, dan sesungguhnya hal ini adalah amanah, ia merupakan
kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat, kecuali orang yang
mengambilnya dengan haknya, dan menunaikannya (dengan sebaik-
baiknya).” (HR Muslim).**

' Musa Asy’arie, Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam Al-Qur’an
(Yogyakarta: LSIF, 1992), h 38.

1 Ahmad Sunarto, Terjemah Riyadhus Sholihin Jilid | (Jakarta: Pustaka Amani,
1999).h 619
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Hadits tersebut mengungkapkan bahwa pemberian jabatan atau
tanggung jawab kepada seseorang dianggap sebagai amanah, dan
sebaiknya tidak ada orang yang menuntut atau menginginkannya kecuali
jika dia memiliki kualifikasi yang cukup untuk menjalankannya.

3. Kebijakan publik

Kebijakan publik dalam Islam harus didasarkan pada prinsip-
prinsip keadilan dan kemanfaatan. Alquran mengajarkan bahwa tindakan
yang merugikan masyarakat secara umum harus dihindari, dan bahwa
tujuan dari kebijakan publik adalah untuk memperbaiki kehidupan
manusia. Kebijakan Publik dalam Islam berfungsi sebagai kebijakan
umum yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan
kesejahteraan bagi rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, para ilmuwan
dan cendekiawan Muslim klasik seperti Imam Al-Ghazali dan Imam
Asy-Syatibi menekankan pentingnya memastikan pemenuhan pilar-pilar
magashid shari'ah dalam semua kebijakan umum yang dihasilkan oleh
para pemimpin (ulil amri) atau pemerintah Islam. QS. An-Nahl ayat
125 bisa menjadi dasar melaksanakan tahap-tahap kebijakan publik

o 42 e P e P
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Artinya:. Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan
hikmah[845] dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan
cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui
tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih
mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (An-Nahl ayat 125)

Hikmah dalam ayat tersebut bisa dimaknai sebagai Perkataan
yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan
yang bathil. Allah memerintahkan kita untuk melakukan dialog dengan
kebijaksanaan (policy) dan menggunakan kata-kata yang benar dalam
penyampaian Kita agar dialog berjalan dengan sebaik mungkin.
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Berikut ini adalah enam Prinsip Utama untuk memperbaiki kinerja
Kebijakan Publik dalam perspektif Islam:

1. Ketuhanan (llahiah): Setiap aktivitas dalam proses perumusan dan
pelaksanaan kebijakan publik harus berorientasi pada ketuhanan.

2. Kemanusiaan (Insaniah): Kebijakan yang diambil pada dasarnya
ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia,
baik saat ini maupun di masa yang akan datang.

3. Keseimbangan (Tawazun): Kebijakan yang dibuat harus
memperhatikan semua dimensi secara seimbang dan proporsional.

4. Keadilan (Al-'Adalah): Kebijakan yang diambil harus berorientasi
pada keadilan (tepat sasaran) berdasarkan nilai-nilai ketuhanan,
kemanusiaan, dan keseimbangan.

5. Pelayanan (Al-Khadimah): Sesuai dengan peran perumus
kebijakan (pemimpin) sebagai abdi, khadam, atau pelayan
masyarakat, kebijakan yang dibuat harus berfokus pada
pemberian pelayanan terbaik kepada masyarakat, berdasarkan
nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keseimbangan, dan keadilan.

6. Keteladanan (Uswah Al-Hasanah): Selain sebagai abdi, khadam,
atau pelayan masyarakat, perumus kebijakan juga berperan
sebagai pemimpin. Hakikat kepemimpinan digambarkan oleh
Rasulullah dengan kalimat "Sayyid al-gawm khaadimuhum®
(pemimpin suatu kaum/masyarakat adalah hamba/pelayan bagi
mereka).

Sementara itu dalam persfektif hadist kita akan menemukan
hadist yang mengisyaratkan tentang prilaku yang bijak dalam mengambil
keputusan. Dari Sahabat Abu Ya’la Syaddad bin Aus, dari Rasullah
SAW. Beliau bersabda:

elu\ghbﬂ\&&&\d\gu)&@m‘umeJ\ua\é\Muh@\&
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Artinya: Dari Abu Ya’la Syaddad bin Aus radhiallahuanhu dari
Rasulullah shollallohu ‘alaihi wa sallam bersabda : Sesungguhnya Allah
telah menetapkan perbuatan baik (ihsan) atas segala sesuatu . Jika
kalian membunuh maka berlakulah baik dalam hal tersebut. Jika kalian
menyembelih berlakulah baik dalam hal itu, hendaklah kalian mengasah
pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. (Riwayat Muslim).
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Hadits ini adalah sebuah hadits agung yang menyatukan prinsip-
prinsip dasar agama secara umum. Yang ditekankan adalah pentingnya
tindakan yang sesuai dengan syariat dan akal. Prinsip ini berlaku dalam
kehidupan seseorang di dunia maupun di akhirat. Prinsip pertama adalah
kebijakan terhadap diri sendiri, tubuhnya, keluarganya, saudaranya, harta
miliknya, dan orang-orang di sekitarnya. Dalam persfektif Filsafat Politik
Islam maka bisa kita kaitkan bahwa adanya nilai atau prinsip yang
diajarkan. Prinsip ini mengajarkan pentingnya memiliki sikap bijaksana
dan bertanggung jawab terhadap aspek-aspek kehidupan pribadi dan
sosial.

Prinsip kedua adalah iman, yang mencakup amal batiniah (kalbu)
dan Islam, yang mencakup amal lahiriah (anggota badan). Prinsip ini
menekankan pentingnya memperkuat iman dalam hati serta
mengamalkannya melalui perbuatan yang nyata. Dalam rangkaian pesan
ini, hadits tersebut menggaris bawahi pentingnya menjalani kehidupan
yang seimbang, dengan memperhatikan aspek pribadi dan sosial, serta
menggabungkan iman yang kuat dengan amal perbuatan yang baik.

4. Persaudaraan:

Persaudaraan antar sesama manusia dalam Islam adalah sangat
penting. Alquran mengajarkan bahwa semua orang sama di hadapan
Allah, dan bahwa orang-orang harus saling mencintai dan membantu satu
sama lain. Ikatan persaudaraan merupakan salah satu tautan yang kuat
dan melekat dalam hubungan manusia. Saudara saling mengasihi,
memiliki hati yang baik satu sama lain, dan berbagi sukacita serta
kesedihan bersama. Walaupun terkadang perbedaan muncul di antara
saudara, yang dapat menimbulkan kecemasan, namun kehangatan ini
segera digantikan oleh kasih sayang dan kesungguhan, sehingga
keretakan tersebut benar-benar terlupakan.

Dalam Islam, hubungan yang erat ini dimanfaatkan untuk
memperkuat tatanan sosial dan memperbaiki hubungan antar manusia.
Islam menganggap semua Muslim yang taat sebagai saudara sejati.
Berdasarkan keyakinan bahwa dua bersaudara bersatu melalui ayah
mereka, yaitu Penutup para nabi dalam Islam, maka umat Islam dianggap
sebagai anak-anaknya. Oleh karena itu, umat Islam secara keseluruhan
dianggap sebagai saudara. Dalam konsep ini, yang dikenal sebagai
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ukhuwah Islamiyah, tidak ada batasan dan semua umat Islam dari
berbagai ras, daerah, dan bahasa termasuk dalam aturan ini, dianggap
sebagai saudara oleh Islam.
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Artinya: orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara.
sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu
itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (Al-
Hujurat Ayat 10)
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Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu
dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu
berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-
mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi
Allah ialah orang yang paling tagwa diantara kamu. Sesungguhnya
Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Al-Hujurat Ayat 13)

Sementara itu dalam persfektif hadist
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Artinya: Dari Abu Musa Al Asy ari ra. dari Nabi Muhammad saw
bersabda: “Orang mukmin itu bagi mukmin lainnya seperti bangunan,
sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Kemudian Nabi
Muhammad menggabungkan jari-jari tangannya. Ketika itu Nabi
Muhammad duduk, tiba-tiba datang seorang lelaki meminta bantuan.
Nabi hadapkan wajahnya kepada kami dan bersabda: Tolonglah dia,
maka kamu akan mendapatkan pahala. Dan Allah menetapkan lewat
lisan Nabi-Nya apa yang dikehendaki.” Imam Bukhari, Muslim, dan An
Nasa’i.
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Persaudaraan yang kuat dalam islam bisa kita saksikan dalam
politik dimana itu terlihat dalam persaudaraan sesama muslim (Ikhwanul
Muslimin). Apa yang terjadi pada organisasi Islam Mesir seperti
Ikhwanul pasti akan bergantung pada faktor struktural di luar kendali
mereka, termasuk kebijakan negara terhadap Islamis, kohesi internal
rezim, dan konteks regional. Meskipun organisasi-organisasi Islam
menghadapi krisis yang tampaknya tidak dapat diatasi, mereka masih
jauh dari selesai dan masih memiliki banyak pilihan. Masa depan
Islamisme tidak hanya bergantung pada faktor-faktor eksternal tetapi
juga pada bagaimana kaum Islamis sendiri merespons khususnya sejauh
mana kaum Islamis bersedia terlibat dalam proses revisi intelektual dan
ideologis yang serius.

5. Kemerdekaan:

Kemerdekaan dalam Islam adalah hak setiap individu, dan harus
dihormati. Alquran mengajarkan bahwa seseorang tidak boleh dipaksa
untuk melakukan apa yang tidak ingin dilakukan, dan bahwa setiap orang
harus memiliki hak untuk memilih agamanya sendiri dan mempraktikkan
agamanya dengan bebas. Salah satu makna dari kebebasan adalah bahwa
setiap individu harus memiliki otonomi penuh, tidak tunduk pada
pengaruh atau kekuasaan makhluk lain, dan tidak bergantung pada
makhluk lain. Sebagai contoh, jika seseorang berpendapat bahwa alam
semesta ada dengan sendirinya, berdiri sendiri, dan tidak bergantung
pada Tuhan, dan Kehendak Tuhan tidak mempengaruhi rotasi dan
revolusinya, pernyataan tersebut mengandung makna bahwa kebebasan
berarti membebaskan alam semesta dari segala bentuk kontrol ilahi.

Dalam konteks Filsafat politik islam, sebagai salah satu makhluk di
dunia ini, manusia juga akan diberlakukan dengan aturan yang sama. Hal
ini membuka peluang bagi kita untuk berpendapat bahwa manusia bebas
dari segala bentuk ketergantungan dan pemujaan terhadap makhluk lain,
termasuk Tuhan. Terkait dengan kemandirian alam semesta, terdapat dua
pandangan yang berbeda.

Beberapa orang percaya bahwa tidak ada yang disebut "Tuhan"
yang menjadi ketergantungan bagi alam semesta, dan alam semesta
tersebut berdiri sendiri tanpa adanya kehendak dari entitas yang lebih
tinggi. Sementara itu, ada yang berpendapat bahwa Tuhan memang ada
dan menciptakan dunia, tetapi setelah penciptaan alam semesta, Tuhan
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membiarkannya berjalan sendiri tanpa campur tangan dan tidak
memerlukan ketergantungan pada-Nya.

Dengan mematuhi aturan dan sistem yang telah ditetapkan Tuhan,
alam semesta secara mandiri melanjutkan rotasi dan revolusi komponen-
komponennya. Menurut pandangan ini, penciptaan alam semesta dapat
diibaratkan seperti membangun sebuah bangunan. Setelah seorang
kontraktor membangun gedung, kelangsungan hidup gedung tersebut
tidak lagi tergantung pada keberadaannya. Gedung tersebut secara
mandiri berdiri tanpa ketergantungan pada kontraktor. Meskipun
kontraktor mungkin sudah meninggal, gedung tersebut akan tetap berdiri
selama puluhan atau ratusan tahun.

Dalam pemikiran beberapa orang, dunia juga dipandang demikian.
Tuhan menciptakannya dan setelah itu membiarkannya berjalan sendiri.
Pandangan ini menolak "Rububiyah kosmis" Tuhan, sementara
pandangan pertama menolak prinsip keberadaan Tuhan. Kedua
pandangan tersebut tidak sesuai dengan pandangan tauhid dalam Islam.

I I
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Artinya: dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi)
seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka
(diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka

menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.
(QS Asy-Syura Ayat ke-38)

Surat tersebut menggambarkan bahwa dalam Islam, konsep
musyawarah sangat dikenal, yang melibatkan penyampaian pendapat dan
adu argumen. Dalam proses ini, penggunaan akal (ra'yu) sangat penting
untuk mencapai keputusan yang benar dan memecahkan masalah. Dalam
bukunya yang berjudul "Tanzhim al-Islam”, Abu Zahrah bahkan
menegaskan bahwa Al-Qur'an mendorong penelitian yang rasional
terhadap dunia di sekitar kita, dan hal ini tidak mungkin terwujud tanpa
kebebasan berpikir dan menyampaikan pendapat. Al-Qur'an sangat
menghargai usaha rasional yang dilakukan dengan ketulusan dalam
mencari kebenaran dan keadilan yang tentu saja menjadi dasar dalam
filsafat politik islam.
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Artinya: Abdullah bin 'Amr -radiyallahu 'anhuma- meriwayatkan
dari Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam-, bahwa beliau bersabda, "Siapa
yang membunuh orang kafir muahid (orang kafir yang terikat perjanjian
dengan negeri Islam) maka dia tidak akan mencium bau surga padahal
bau surga itu dapat dirasakan dari jarak empat puluh tahun perjalanan.”
Diriwayatkan oleh Bukhari Hadis sahih

Dari hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa mu’ahad adalah
sebutan untuk orang-orang yang melakukan perjanjian dengan umat
Islam, meskipun agama mereka berbeda. Dalam literatur dan studi hadis,
istilah mu’ahad sering kali digunakan untuk merujuk kepada ahl al-
zimmah. Terkadang, istilah ini juga dapat digunakan untuk menyebut
orang-orang kafir yang mencapai rekonsiliasi (Ishlah) dengan umat Islam
tanpa melalui pertempuran selama periode tertentu. Dalam konteks ini,
baik ahl al-zimmah maupun mu’ahad merupakan masyarakat yang
berhak mendapatkan perlindungan, sesuai dengan isi hadis di atas.

Dasar dasar normatif tersebut kiranya menginspirasi Rasul SAW.
Ketika menyusun piagam madinah bersama umat agama lain. Menurut
fazlur rahman, piagam itu menjamin kebebasan beragama orang yahudi
sebagai komunitas, dengan menekan kan kerjasama serat mungkin
dengan kaum muslim dan menyerukan kepada orang islam dan yahudi
agar bekerja sama demi keamanan kedua nya.*

E. Islam Sebagai Landasan Filsafat Politik

Menurut konsep Barat, politik dan agama pada dasarnya memiliki
perbedaan yang signifikan (kontras) dan bahkan sering terjadi konflik di
antara keduanya. Kontras berarti keduanya tidak memiliki hubungan
yang erat, masing-masing beroperasi secara independen. Politik terkait
dengan urusan dunia material, sementara agama melibatkan baik aspek
dunia material maupun aspek akhirat. Dalam pandangan Barat,

12 Fazlur Rahman, Islam, terj. Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka Salman,
2000), h 12.
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kehidupan akhirat dianggap sebagai ilusi yang tidak nyata, dan hanya
kehidupan duniawi yang diakui sebagai kenyataan. Konflik muncul
karena dipercaya bahwa keberadaan agama dapat menghambat kemajuan
politik. Keduanya dianggap bertentangan dan sulit untuk saling merujuk
satu sama lain.

Dalam kaitannya dengan masalah politik ini, kaum muslimin biasa
mengatakan bahwa agama Islam berbeda dengan banyak agama lain.
Pernyataan yang sering muncul serta stereotipikal itu memang
mengandung hal itu akan berarti sama dengan mengingkari kenyataan
sejarah yang telah berlangsung selama lebih dari empat belas abad dan
yang masih akan berlangsung entah berapa abad lagi. Dan tentu hal itu
juga akan berarti sama dengan mengingkari sebagian dari esensi agama
Islam™®

Jika kita melihat secara umum hubungan antara agama dan politik,
penting untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tempat agama dalam
kehidupan individu. Pada kasus seseorang yang agama memiliki makna
bagi mereka dan bukan hanya kepatuhan formal semata, ada dua poin
yang dapat ditekankan. Pertama, gagasan-gagasan agamanya membentuk
kerangka intelektual di dalamnya ia melihat seluruh aktivitasnya
berlangsung. Dari hubungan ini dengan konteks yang lebih luas,
aktivitas-aktivitasnya mendapatkan makna, dan pertimbangan atas
hubungan ini dapat mempengaruhi rencana umum hidupnya dengan cara
tertentu. Kedua, karena agama membawa kesadaran akan konteks yang
lebih luas di mana tujuan-tujuan dalam hidup ditetapkan, agama sering
kali menghasilkan motif-motif bagi aktivitasnya; bahkan, tanpa motif
yang diberikan oleh agama, beberapa aktivitas tidak dapat dilakukan.
Dari kedua poin ini terlihat bahwa agama memiliki posisi sentral dalam
kehidupan seseorang, bukan karena menentukan banyak detail (meskipun
dalam beberapa kasus mungkin demikian), tetapi karena memberikan
tujuan umum dalam hidup dan membantu mengkonsentrasikan energinya
dalam mencapai tujuan tersebut.

Ketika agama dipahami secara individualistik, yaitu ketika selain
ritual dan ibadah, agama lebih berkaitan dengan masalah-masalah moral
individu, maka agama tersebut akan memiliki sedikit relevansi dengan

3 Munawir Syadzali, Islam dan Tata Negara (Jakarta: Ul Press, 1990). h V. Dan
lihat Muhammad Azhar, Filsafat Politik; Perbandingan Antara Islam dan Barat
(Jakarta: Raja Grafindo persada, 1996), him. 3..
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politik. Jika beberapa panduan moral individu agama tersebut
bertentangan dengan ide-ide moral yang umum diterima dalam
masyarakat dan ditegakkan oleh negara misalnya jika agama mengatakan
bahwa membawa senjata sebagai prajurit adalah dosa ada kemungkinan
terjadi konflik. Poin-poin seperti itu cenderung menjadi hal yang
periferal, meskipun perasaan yang timbul mungkin pahit. Namun,
situasinya sepenuhnya berbeda Kketika pandangan agama bersifat
komunal. Dalam Islam, solidaritas komunal selalu memiliki tempat yang
menonjol, dan hal ini masih berlaku hingga saat ini. Islam sejak awal
relevan dengan organisasi politik dan sosial komunitas. Memang, pada
awalnya ada penekanan pada fakta bahwa penghunian surga atau neraka
bagi manusia untuk selamanya didasarkan pada basis individualistik;
tetapi (Seperti akan terlihat nanti) seiring berjalannya waktu, pandangan
umum umat Muslim adalah bahwa tidak ada yang tetap menjadi anggota
komunitas Islam yang akan kekal di neraka selamanya.**

Disii lain ada pula yang menganggap bahwa filsafat politik islam
merupakan bagian dari diri manusia yang berusaha untuk menemukan
hikamah bagi dirinya sendiri maupun diperuntukkan bagi orang lain,
sesuai dengan firman Allah (QS. Al-Bagarah : 269).
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Artinya:. Allah menganugerahkan Al Hikmah (kefahaman yang
dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-
Nya. dan Barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah
dianugerahi karunia yang banyak. dan hanya orang-orang yang
berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah). (QS.
Al-Bagarah : 269)

Berdasarkan uraian di atas, maka secara reflektif landasan
epistemologis politik Islam menempatkan berbagai potensi dasar yang
ada pada manusia secara utuh, karena potensi dasar tersebut diyakini
sebagai pemberian dan cerminan kasih sayang Allah kepada manusia.

¥ Montgomery Watt W, Islamic Political Thought (Edinburgh: Edinburgh
University Press., 1980). h 28.
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Potensi dasar yang dimaksud antara lain adalah indrawi, akal budi dan
hati nurani (intuisi), sehingga dengan berbagai potensi dasar
kemanusiaan inilah, maka manusia berkeinginan dan berkemampuan
untuk mengetahui dan memahami semua realitas kesemestaan®®

Aspek manusia memainkan peran sentral dalam filosofi politik
Islam. Dalam pandangan filosofi politik Islam, manusia dianggap sebagai
khalifah (wakil) Tuhan di muka bumi dan memiliki tanggung jawab
moral dan sosial dalam menjalankan pemerintahan dan mengelola urusan
dunia dan menuju pada kesempurnaan menuju dunia ataupun akhirat.
Kesempurnaan manusia menurut al-Farabi sesuai dengan watak alamiah
manusia itu sendiri, tidak akan tercapai tanpa berhubungan dengan
manusia-manusia yang lain. Lebih lanjut, pendapatnya mengenai
kebahagiaan dalam negara menekankan keharusan negara berdiri di atas
landasan akhlak mulia dan kesanggupan berbuat baik. Kebaikan dan
musyawarah kata al- Farabi seperti yangdikutip dalam buku The Political
Aspects of Islamic Philosophy adalah dua elemen penting dari kebajikan
praktis.'® Dalam hal ini Allah berfirman
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Artinya: Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan
bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari
langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka
Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.

(Al Araf ayat 96)

Dari ayat tersebut bisa dilihat bahwa islam memiliki peran yang
signifikan sebagai landasan dalam filsafat politik. Sebagai agama yang
mencakup aspek kehidupan secara menyeluruh, Islam menyediakan
kerangka Kkerja dan prinsip-prinsip yang dapat membimbing
pembentukan sistem politik dan pengambilan keputusan politik. Dalam

> Suparman Syukur, Epistemologi Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)
Dalam karya Suparman Syukur ini membahas epistemologi Islam secara lebih luas dan
mendalam, baik secara historis maupun secara esensial...

1 Muhsin Mahdi, The Political Aspects of Islamic Philosophy (Harvard: Harvard
University Press., 1992). h 107.
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Islam, manusia yang beriman memiliki peran yang penting sebagai
kerangka acuan dalam filsafat politik Islam. Islam mengajarkan bahwa
individu yang memiliki iman yang kuat memiliki tanggung jawab moral
dan sosial dalam konteks politik.

1. Sebagai kerangka acuan filsafat politik Islam, manusia yang
beriman memiliki karakteristik dan tanggung jawab tertentu.
Pertama, manusia yang beriman percaya sepenuhnya pada
keberadaan Allah SWT sebagai Pencipta dan Pemelihara alam
semesta. Mereka mengakui kebesaran dan kekuasaan Allah serta
tunduk pada kehendak-Nya.

2. Kedua, manusia yang beriman memiliki keyakinan bahwa
hukum-hukum dan prinsip-prinsip Islam adalah petunjuk utama
dalam mengatur kehidupan individu dan masyarakat, termasuk
dalam konteks politik. Mereka menjadikan ajaran Islam sebagai
panduan dalam pengambilan keputusan politik dan pembentukan
sistem politik yang adil.

3. Ketiga, manusia yang beriman memiliki kesadaran akan tanggung
jawab moral dan sosial dalam menjalankan urusan politik.
Mereka bertindak dengan integritas, kejujuran, dan keadilan, serta
mempertimbangkan kepentingan umum dalam setiap keputusan
politik yang mereka buat.
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